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The fact that there are still many advertising  display  that are not yet Islamic so have  the 
potential damage the morale of society.  The factors causing  it display has no been Islamic can 
be seen from two issues: (1) Juridical aspects, namely the lack of clarity of regulations 
governing halal certification of service products, especially advertising services to provide legal 
protection to the public; (2) The aspect of fiqh is there is no legal concept of modern advertising 
under  Islamic perspective which is written  systematicaly as a guideline for the practice and / 
or material in developing the  legislation in Indonesia. From both issues, reviewing articles 
theme  on building the legal concept of modern advertising  under  Islamic perspective is a 
necessity. The results of this paper conclude that  to advertise requires the fulfillment elemens 
and requirements of  advertising contract (arkân wa syurūth al-i’lân)  to ensure that advertisers 
(al-mu'lin), the object advertised (al-mu'lân), advertising media (wasîlah al-i'lân) and  the 
recipient of the advertisement (al-mu'lin lahu) does not conflict with sharia principles.  A 
producer / seller can deliver advertising on a product either directly or through advertising 
media. The use of advertising media can involve the role of humans and / or other supporting 
facilities such as writing, posters / pictures, and musical instruments. The contract that underlies 
the advertising agreement between the sponsor and the advertising service provider is the 
agreement to give authority with a wage system (wakâlah bi al-‘ujrah). 
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Abstrak 
Kenyataan bahwa masih banyak tayangan iklan yang belum islami sehingga berpotensi 
merusak moral masyarakat. Faktor penyebab tayangan iklan belum islami dapat dilihat  dari 
dua hal: (1) Aspek yuridis  yaitu belum adanya  kejelasan regulasi yang mengatur tentang 
sertifikasi halal produk jasa terutama jasa periklanan  untuk memberikan perlindungan hukum 
kepada masyarakat; (2) Aspek fiqh yaitu belum adanya konsep hukum periklanan  modern  
dalam perspektif Islam yang ditulis secara sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman praktik 
dan/ atau bahan materil penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Dari kedua 
persoalan tersebut, mengkaji  artikel bertema  membangun konsep hukum periklanan  modern 
dalam perspektif Islam merupakan suatu keniscayaan.  Adapun hasil pengkajian  ini   
berkesimpulan bahwa suatu iklan yang islami   mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat-
syarat iklan untuk memastikan agar  pengiklan (al-mu’lin), objek yang diiklankan (al-mu’lân), 
media iklan iklan (wasîlah al-i’lân) dan penerima iklan  (al-mu’lin lahu)  tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah. Seorang produsen/ penjual dapat menyampaikan iklan  suatu 
produk baik secara langsung atau melalui media periklanan.  Penggunaan media iklan dapat 
melibatkan peran manusia dan/ atau sarana pendukung lainnya seperti tulisan, poster/ gambar, 
dan  instrumen musik. Adapun   akad  yang mendasari  perjanjian periklanan antara sponsor 
dengan penyedia  jasa iklan adalah   perjanjian pemberikan  kuasa dengan sistem upah (wakâlah 
bi al-‘ujrah).   
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A. Pendahuluan 
Perusahaan komersial didirikan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil 
proses produksi atau distribusi  produk barang atau jasa kepada masyarakat.  Masyarakat yang 
tertarik untuk menggunakan suatu produk maka secara otomatis mereka akan menjadi 
konsumen.  Perusahaan akan memiliki prospek bisnis apabila produk yang dihasilkan atau  
dipasarkan adalah  produk yang menjadi kebutuhan  konsumen  baik yang bersifat pokok 
maupun komplementer. Semakin tinggi tingkat kebutuhan konsumen  terhadap suatu produk, 
maka semakin besar pula kemungkinan tingkat volume pemasarannya. Semakin besar tingkat 
volume pemasaran, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk mendapatkan 
keuntungan. Besarnya peluang keuntungan  inilah yang kemudian menjadi daya tarik bagi para 
pelaku usaha untuk menggeluti bisnis serupa yang menjadi kebutuhan utama  masyarakat  
hingga   tercipta   kompetisi diantara mereka.  
Keberhasilan pemasaran bukan hanya ditentukan oleh terjualnya suatu produk pada 
periode  tertentu, melainkan juga ditentukan oleh adanya keberlanjutan penjualan tanpa adanya 
batas waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan pemasaran yang berkelanjutan dibutuhkan dua 
prinsip  penting, yaitu: (1)  Adanya loyalitas konsumen terhadap suatu produk;  dan (2)  Adanya 
ketertarikan calon konsumen baru terhadap produk tersebut. Loyalitas adalah kesetiaan yang 
timbul karena adanya kesadaran terhadap sesuatu sebab  yang menurut mereka patut untuk 
diikuti. Loyalitas konsumen  merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam 
pemasaran modern. Menjadian loyalitas konsumen sebagai tujuan dikarenakan melalui  
loyalitas tersebut dapat diketahui bahwa konsumen telah mendapatkan kepuasan dari 
penggunaan suatu produk secara berkelanjutan sebagaimana  keuntungan yang akan diterima 
oleh perusahaan. Calon konsumen baru adalah masyarakat yang berpotensi untuk menjadi 
konsumen karena menjadi bagian dari segmen pasar dari  produk yang kita tawarkan.  
Untuk dapat mendistribusikan produk kepada konsumen, perusahaan perlu menjalankan 
fungsi pemasaran (marketing).   Menurut definisi  Asosiasi Marketing Amerika, "Marketing is 
the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of 
ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual (customer) and 
organisational objectives.”1 Artinya, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 
konsep,  penetapan harga, promosi, distribusi ide-ide, barang dan jasa untuk menciptakan 
perubahan yang memuaskan konsumen individu dan tujuan organisasional.  Menurut penulis, 
 
1  John Burnett, Core Concept of Marketing (Switzerland:  Licensed by Creative Commons Attribution, 
2008), hlm. 4 
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pemasaran adalah penyediaan produk di pasaran oleh penjual  untuk ditawarkan kepada  
masyarakat konsumen  melalui suatu transaksi bisnis.  Penyediaan produk (supply) di pasaran 
harus mendasarkan pada permintaan  (demmand) agar tercipta kemanfaatan maksimum  bagi 
kedua belah pihak.  Untuk mencapai target pemasaran, para pelaku usaha   tentu harus 
memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas dengan  berbagai cara yaitu diantaranya 
melalui  jasa iklan/ periklanan.   
Istilah iklan secara bahasa artinya advertensi, reklame, atau pemberitahuan.2 Maksudnya 
adalah pemberitahuan produk barang dan/ atau jasa maupun informasi lainnya yang bersifat 
persuasif untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media periklanan. Menurut Kasali, 
iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang 
ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media.3 F. Arens mendefinisikan iklan (advertising) 
as the non personal communication of information usually paid for and usually persuasive in 
nature about product, service, or ideas by identifed sponsors through the various media. 
Artinya, iklan adalah bentuk komunikasi non personal yang  biasanya dibiayai oleh  sponsor  
dan bersifat persuasif berkaitan dengan informasi  produk, jasa, maupun gagasan  melalui 
berbagai media. 4     Sementara periklanan adalah proses jasa  pembuatan dan penyampaian 
pesan yang berbayar dan disampaikan melalui sarana media massa yang bertujuan membujuk 
konsumen untuk melakukan tindakan membeli/mengubah perilakunya.5 Periklanan merupakan 
keseluruhan proses pembuatan dan penyampaian pesan dari sponsor  kepada masyarakat 
melalui media tertentu.  
Jasa periklanan disediakan untuk membantu sponsor baik perseorangan maupun institusi 
dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebelum beriklan, para sponsor tentu 
harus membuat kriteria pencapaian tujuan atau target yang dikehendaki agar dapat menentukan 
model iklan  apa yang dipilih.  Tujuan utama dari iklan adalah untuk memberikan pengumuman 
kepada masyarakat terkait poduk atau informasi tertentu agar  dapat mengambil keputusan 
sesuai dengan maksud pembuat iklan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 
baik yang bersifat materil maupun non materil.  Bagi perusahaan komersial tujuan dari beriklan 
adalah untuk meningkatkan voume penjualan produk barang dan/ atau jasa sehingga dapat 
menambah  keuntungan yang bersifat materil. Sedangkan bagi lembaga non profit, tujuan dari 
 
2  Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Penerbit  Pusat Bahasa, 2008), hlm. 542 
3  Rhenald  Kasali, Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama 
Grafiti, 1992), hlm. 21 
4  William F. Arens, Contemporary Advertising, (Illion: Homewood, 1986), hlm. 4-7 
5  Muhammad Faiz, Dasar-Dasar Periklanan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 2 
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beriklan adalah hanya untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat agar manfaat 
informasi  dapat tersosialisasi dengan baik.6  
Dalam undang-undang penyiaran, yang dimaksud iklan adalah siaran informasi yang 
bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang 
dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang 
bersangkutan.7 Dari definisi tersebut undang-undang membagi tayangan  iklan menjadi dua: (1) 
Siaran iklan niaga yaitu siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau 
televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang 
atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk 
yang ditawarkan.8 Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang 
disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, 
memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan 
lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/ atau bertingkah 
laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.9 
Dilihat dari segi penampilannya,  kecendrungan bentuk iklan dapat dikategorikan 
kedalam: (a) Quality advertising yaitu iklan yang menekankan pada pengenalan  mutu produk 
barang dan/ atau jasa yang ditawarkan; (b) Price advertising yaitu iklan yang menekankan 
pengenalan  aspek harga  yang kompentitif dari produk yang ditawarkan; (c) Brand advertising 
yaitu iklan yang menekankan pada pengenalan aspek merek/ logo dari produk yang ditawarkan; 
dan (d) Prestige  advertising yaitu iklan yang menekankan aspek prestise bagi orang yang 
menggunakan produk yang ditawarkan.10 Keempat unsur  tersebut khusus diterapkan untuk 
iklan yang bersifat niaga/ komersial, sedangkan untuk iklan berbentuk  layanan masyarakat 
lebih menekankan pada aspek penyadaran publik (awareness advertising) sehingga terpengaruh 
untuk berbuat sesuai yang dikehendaki oleh pengiklan.  
Perkembangan teknologi penyiaran memungkinkan conten iklan dapat disampaikan 
secara masif. Masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga penyiaran seperti misalnya media 
televisi tidak luput dari tayangan iklan yang setiap saat muncul dengan sendirinya. Kemunculan 
iklan di televisi maupun media elektronik lainnya tentu dapat memberikan pengaruh kepada 
masyarakat. Jika pengaruh iklan tersebut bersifat positif tentu tidak ada masalah, namun jika 
 
6  Untuk perbandingan lihat Ma’ruf Abdullah, Manajemen Komunikasi Periklanan, (Yogyakarta: Aswaja 
Pressindo, 2017), hlm. 108 
7  Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
8  Ibid., Pasal 1 Angka 6  
9  Ibid., Pasal 1 Angka 7 
10 Kustadi Suhandang, Manajemen, Kiat dan Strategi Periklanan (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), hlm. 
50-51 
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pengaruh itu bersifat negatif akan menimbulkan masalah. Karena itu untuk mencegah dampak 
negatif, masyarakat sebagai penerima tanyangan iklan perlu mendapatkan perlindungan hukum 
baik dari aspek perundang-undangan maupun nilai-nilai keagamaan. Dasar hukum yang 
menjadikan agama sebagai perspektif perlindungan bagi masyarakat adalah: “Siaran iklan 
niaga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan 
nilai-nilai agama.”11  
Dari kitipan pasal tersebut dapat diketahui bahwa  nilai-nilai agama harus menjadi 
pertimbangan dalam penyiaran iklan sehingga tidak merugikan pihak masyarakat. Tindak lanjut 
dari implementasi nilai-nilai agama  selama ini diwujudkan dalam bentuk objek iklan yaitu 
berupa produk  barang dan/ atau jasa yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip halal haram. 
Kenyataan bahwa iklan berlabel halal selama ini menjadi pertimbangan bagi konsumen 
menentukan pilihan. Karena itu penggunaan iklan berlabel halal harus sesuai dengan substansi 
produk yang diiklankan. Dalam undang-undang perlindungan konsumen dinyatakan: ”Pelaku 
usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan 
berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label.”12  
Kesesuaian antara label halal dengan produk merupakan suatu  upaya  untuk mewujudkan 
jaminan produk halal.  Menurut undang-undang, jaminan produk halal adalah kepastian hukum 
terhadap kehalalan suatu produk yang dibutkikan sertifikasi halal,13 yaitu  pengakuan kehalalan 
suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal  berdasarkan 
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).14  
Penggunaan produk berupa barang (goods) ada yang dilakukan dengan cara 
mengkonsumsi  seperti makanan/ minuman, obat-obatan dan ada yang dilakukan dengan cara 
memakainya  seperti alat-alat kosmetik. Sedangkan penggunaan produk berupa jasa (services) 
adalah dengan cara mengambil manfaatnya. Diantara bentuk jasa yang ditawarkann oleh 
perusahaan  adalah terkait dengan jasa periklanan. Iklan yang baik manfaatnya dapat dinikmati 
bukan hanya oleh sponsor tetapi juga oleh masyarakat umum. Besar kecilnya manfaat iklan 
bagi  masyarakat tergantung  pada kualitas iklan,   frekuensi penyiaran,dan media yang 
digunakannya. Begipula sebaliknya, iklan yang buruk adalah iklan yang tidak berkualitas 
sehingga  dampak penyiarannya  berpotensi merugikan masyarakat. 
 
11 Pasal 46 ayat 3 huruf d Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
12 Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
13 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal 
14 Ibid., Pasal 1 Angka 10 
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Dalam perspektif hukum Islam, maksud merugikan  masyarakat disini tentu bukan hanya 
dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari aspek  non materi. Contoh kerugian non materi 
misalnya kerusakan moral masyarakat akibat  tampilan iklan yang  tidak syar’i. Jika kita melihat 
tayangan iklan di berbagai media baik surat kabar maupun elektronik, kenyataan bahwa masih 
banyak penyajian iklan yang tidak syar’i. Realitas praktik iklan tidak syar’i tersebut  ternyata  
terus berlanjut karena dianggap tidak melanggar hukum meskipun sesungguhnya bertentangan 
dengan nilai-nilai agama. Adapun yang menjadi penyebab dari  aspek yuridis adalah karena 
belum adanya  kejelasan regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal produk jasa terutama 
jasa periklanan. Sedangkan penyebab dari aspek fiqh adalah belum adanya konsep hukum 
periklanan dalam perspektif Islam yang ditulis secara sistematis untuk dijadikan sebagai 
pedoman.   Karena itu dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut, penulisan artikel 
bertema pengembagan konsep hukum periklanan  modern dari perspektif Islam merupakan 
kebutuhan, sebelum kemudian diadopsi ke dalam peraturan perundang-udangan yang berlaku 
di Indonesia.  
 
B. Metode Penulisan 
Penulisan artikel ini merupakan hasil penelitian hukum yang bersifat normatif (normative 
legal research)15  yaitu   penelitian yang menjadikan teks-teks hukum  (law in the texts) sebagai 
objek kajiannya.  Maksud teks hukum disini adalah hukum Islam berkaitan dengan periklan 
yang digali langsung dari sumber al-qur’ân maupun al-hadits dan/ atau dari hasil penjelasan 
para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh atau fatwa serta buku-buku lainnya terkait 
konsep periklanan.  Karena yang menjadi objeknya berupa konsep iklan dalam perspektif 
hukum Islam, maka pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan dikaji dengan menggunakan 
metode integrasi ilmu pengetahuan (integration of knowledge)  sebelum kemudian dipaparkan 
dalam bentuk deskriptif kualitatif. Integrasi ilmu pengetahuan adalah suatu metode 
pengembangan konsep ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan ayat-ayat qauliyah yang 
bersumber pada al-qur’ân dan al-hadits dengan ayat-ayat kauniyah yang bersumber pada fakta 




15 Penelitian hukum normative disebut juga pebelitian hukum doctrinal. Penelitian jenis ini acapkali hukum 
dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 
dikonsepsikan sebagai kaidah/ norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat, 
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 118 
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Konsep Hukum Periklanan Dalam Perspektif Islam 
Dalam al-qur’ân dinyatakan bahwa sebaik-baik ucapan  adalah ajakan untuk  kembali 
kepada Allah (QS. Al-Fusilat[41]: 33). Menyampaikan iklan seperti halnya mengajak orang 
lain untuk berbuat sesuatu. Karenanya apabila iklan itu berdampak pada  kebaikan masyarakat  
maka buahnya adalah pahala bagi pengiklan. Iklan yang berdampak kebaikan adalah iklan yang 
bukan hanya memberikan manfaat informasi produk tapi juga dalam penyampainnya 
memberikan tauladan kepada masyarakat pengguna media. Begitupula sebaliknya, apabila 
iklan itu berdampak pada kerusakan bagi masyarakat maka buahnya adalah dosa bagi 
pengiklan, misalnya iklan yang bernuansa erotis sehingga membodohi masyarakat. Dalil syara 
pentingnya mengajak kepada kebaikan melalui iklan adalah sebagai berikut: 
 
 نع لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نأ هنع الله يضر ةريره يبأ:  ناك ىده ىلإ اعد نم
 ناك ةللاض ىلإ اعد نمو ،ًائيش مهروجأ نم كلذ صقني لا هعبت نم روجأ لثم رجلأا نم هل
 ً ائيش مهماثآ نم كلذ صقني لا هعبت نم ماثآ لثم مثلإا نم هيلع. 16 
Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda:  “Barangsiapa yang mengajak kepada 
hidayah Allah  maka baginya ada pahala sebagaimana pahala dari orang-orang yang 
mengikuti  petunjuk itu tanpa adanya pengurangan sedikitpun. Barangsiapa yang mengajak 
pada kesesatan, maka baginya ada dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikuti  
kesesatan itu tanpa adanya pengurangan sedikutpun.” 
 
Iklan (i’lân) secara bahasa memiliki banyak makna diantaranya adalah tampilan  (al-
idhâru). Mengiklankan sesuatu berarti menampilkan atau menunjukkan sesuatu.17 Disamping 
itu,  kata iklan juga bermakna pernyataan  (al-jahru). Mengiklankan sesuatu berarti 
menyatkannya.18  Lafadz  i’lân  memiliki kesamaan akar kata  di  beberapa ayat al-qur’ân yaitu: 
- ُهاللَوَُنوهنِلْعهتُاَمَوَُنو ُّرِسهتُاَمُ همَلْعَيُ  (Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang 
kamu ungkapkan) (QS. An-Nahl[16]: 19).  
- اَمَو يِفْخُن اَم ُمَْلَعت َكَِّنإ اَنَّبَر  ُنِلُْعن   (Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang 
kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan) (QS. Ibrahim[14]: 38).  
-  َّمُث يِِِّنإ اًراَرِْسإ ْمَُهل ُتْرَرَْسأَو ْمَُهل ُتَنلَْعأ  (Kemudian sesungguhnya aku menyeru  dengan terang-
terangan dan dengan diam-diam) (QS. Nuh[71]: 9). 
Lafadz  i’lân  juga terdapat dalam beberapa hadits, yaitu: 
 
16  Imam Muslim, Shahîh Muslim, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 2006), Jilid II, No. 2674 
17 Ibnu Mandhūr, Lisân al-‘Arabi, (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.),  juz xiii, hlm. 288, Ibnu Farus, Mu’jam Maqâyis 
al-Lughah,  (Mesir: Musthafa al-Halabî, 1971),  juz iv, hlm. 111 
18 Ibnu Mandhūr, Lisân al-‘Arabi,  juz xiii, hlm. 288, 
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- لابرغلاب هيلع اوبرضاو حاكنلا اذه اونلعأ  (Umumkanlah pernikahan itu dan laksanakanlah di 
dalam masjid serta ramaikanlah dengan rebana).19  
- للامه  يل رفغا ِّدَق ام ْمت اَمَو مو تررْسَأ امو تْرخَأ اتنَلعأ  (Ya Allâh, ampunilah aku atas semua  
yang telah aku lakukan maupun  yang akan datang, semua  yang aku lakukan dengan 
sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan).20  
Ada beragam pendapat dikalangan ulama terkait definisi iklan secara istilah diantaranya 
adalah pendeskripsian secara jelas barang atau manfaat yang disampaikan dengan cara mubâh  
melalui media siaran umum oleh pengiklan (al-mu’lin).21  Iklan merupakan ilmu penawaran 
sesuai prinsip syariah (al-masyū’) dari pengiklan (al-mu’lin)  terkait barang, jasa, fasilitas untuk 
mewujudkan keridhaan bagi khalayak melalui perantaraan media.22  Lafadz al-masyū’ 
merupakan persyaratan untuk membatasa segala bentuk yang dilarang seperti penipuan atau 
penyesatan. Adapun objek yang diiklankan adalah berupa  barang/ jasa/ fasilitas  yang dapat 
dimanfaatkan baik peroehannya melalui transaksi komrsial  maupun pemberian.  Maksud 
mewujudkan keridhaan (li khalqi hâlati min ridhâ) adalah bahwa tujuan dari iklan bukanlah 
untuk merugikan konsumen melainkan untuk menjelaskan agar mereka menerima secara 
ridha.23 
Tujuan iklan secara umum adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat agar 
bertindak sesuai yang harapkan pengiklan. Sedangkan tujuan iklan secara khusus  tergantung 
bentuk iklannya.  Jika iklannya bersifat komersial (al-i’lân al-tijârî) bertujuan untuk 
pendisribusian (al-taūzî’) atau pemasaran (al-taswîq) yaitu kegiatan mendisribuskan/ 
memasarkan  untuk menyalurkan barang atau jasa dari  produsen kepada konsumen atau 
pemakai.  Jika iklannya bersifat non komersial (al-i’lân ghair al-tijârî) yaitu iklan yang 
bertujuan untuk layanan masyarakat.  Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang digunakan 
untuk mensosialisasikan program tertentu yang berkaitan dengan layanan  publik sehingga 
mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Disamping tujuan, ada beberapa manfaat iklan 
yaitu: (1) Untuk memperkenalkan dan menginformasikan produk barang atau jasa kepada 
konsumen. Dengan iklan tersebut diharapkan konsumen dapat mengenali kondisi dan manfaat 
dari produk secara transapan sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen; (2) 
 
19 Ibnu Mâjah, Sunan Ibnu Mâjah, (Damaskus: Maktabah Ibnu Hajr, 2003), hlm. 429 
20 Ibnu Hajar ‘Asqalâni, Fathu al-Bârî Syarah Shahîh al-Bukhârî, (Dâr al-Rayân, 1407H), No. 6036 
21 Muhammad Jamîl Thahân, Dirâsat Iqtishâdiyh li al- I’lâni fî al-Iqtishâdi al-Islâmî, (Mekah: Jâmi’ah 
Ummul Qurâ, 1995),  hlm. 28 
22 Disimpulkan dari  pedapat  Ahmad ‘Isâwî, Al-I’lân min Mandhūr Islâmî, (Qatar: Silsilah Kitâb al-
Ummah, 1420H), hlm. 72 
23 Muhammad al-Munâsir, Al-I’lânât al-Tijâriyah Mafhūmahâ wa Ahkâmuhâ fî al-Fiqh al-Islâmî, (Amman: 
al-Jâmi’ah al-Urduniyah, 2007), hlm. 33-34 
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Menambah pengetahuan konsumen tentang inovasi  kualitas  produk barang atau jasa yang kita 
tawarkan; (3) Meningkatkan hasrat   konsumen untuk mengingat  merek produk yang 
diiklankan; (4) Iklan dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan pengajaran ilmu 
pengetahuan ekonomi.24  
Iklan yang mengandung kemaslahatan hukumnya dibolehkan. Agar memberikan 
kemaslahatan, iklan harus dibangun berdasarkan pemikiran yang benar dan jelas sehingga dapat 
dipahami oleh masyarakat melalui pendengaran dan penglihatan. Melalui kejelasan iklan 
tersebut, diharapkan kebenaran suatu pesan dapat sampai kepada masyarakat.25 Dalam suatu 
konsep iklan yang sukses disyaratkan spesifikasi yaitu bahwa  landasan iklan yang islami tidak 
boleh bertentangan dengan ushūl maupun furū’ agama Islam.26 Maksud pokok agama Islam  
(ushūl al-dîn al-islâmî) menurut penulis adalah aqidah dan syariah, sedangkan cabang agama 
islam (furū’ al-dîn al-islâmî) maksudnya adalah fiqh hasil pemahaman dari para ulama. Dalam 
iklan yang islami diwajiban memperhatikan tiga aspek, yaitu: (1) iklan harus memahami tabiat 
spiritual konsumen muslim; (2) memahami tabiat risalah iklan yang islami; (3) iklan harus 
memuat konten yang bersifat mendidik masyarakat.27  Untuk dapat beriklan secara islami ada 
beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:28 
 
Tabel 1 




1. Pihak yang pengiklan (al-mu’lin) adalah perorangan atau lembaga yang akan 
menyampaikan  risalah untuk  tujuan tertentu kepada khalayak melalui suatu media 
periklanan. Pengiklan merupakan pihak yang menyampaikan pengumuman berkaitan 
dengan produk barang dan jasa melalui media iklan yang ditujukan kepada para konsumen 
 
24 Disarikan dari Ahmad ‘Isâwî, Al-I’lân min Mandhūr Islâmî, (Qatar: Silsilah Kitâb al-Ummah, 1420H), 
hlm. 39-40 
25Disarikan dari Ahmad ‘Isâwî, Al-I’lân min Mandhūr Islâmî, hlm. 170-172 
26 Ibid., hlm. 171 
27 Ibid., hlm. 167 
28 Muhammad al-Munâsir, Al-I’lânât al-Tijâriyah Mafhūmahâ wa Ahkâmuhâ fî al-Fiqh al-Islâmî, hlm. 59 
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(mustahlikîn) atau pengguna jasa  (mustahdimîn) dengan pembayaran upah tertentu.29 
Pihak-pihak yang beriklan biasanya dari kalangan produsen, distributor, penjual suatu 
produk atau lembaga-lembaga tertentu yang berkepentingan untuk menyampaikan 
informasi layanan masyarakat. Syarat-syarat pengiklan adalah mereka yang memiliki 
kecakapan untuk mengadakan akad, seperti berakal (‘âqilan), baligh (bâlighan), mumayyiz 
(mumayyizan).  
2. Objek yang diiklankan  (al-mu’lân) yaitu produk barang atau jasa serta informasi lainnya 
yang bersifat layanan masyarakat. Semua produk atau informasi yang dibutuhkan 
masyarakat konsumen dapat menjadi objek iklan selama tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah seperti objek yang haram  secara zatnya (haram li dzâtihi) dan haram  selain zatnya 
(haram li ghairihi). Contoh iklan produk haram secara zatnya misalnya iklan makanan 
yang berbahaya dan minuman berakohol.  Sedangkan contoh iklan yang haram selain zat 
misalnya iklan produk jasa perbankan berbasis riba.  
3. Media iklan (wasîlah al-i’lân) yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi 
iklan kepada khalayak.  Kegiatan periklanan tidak akan sempurna kecuali penyampaiannya 
dengan menggunakan media periklanan.  Bentuk-bentuk media periklanan adalah sebagai 
berikut: (a) Media elektronik seperti televisi, radio, internet, aplikasi handphone, dan lain-
lain; (b) Media cetak  seperti koran, majalah, brosur, famplet, dan lain-lain.  
4. Penerima iklan (al-mu’lin lahu) adalah masyarakat calon konsumen yang menerima 
informasi dari pengiklan. Pesan iklan akan diterima oleh seseorang  melalui indra  
pendengaran, penglihatan, maupun perpaduan antara pengengaran dengan penglihatan. 
Penerima iklan ketika mendapat informasi dipersyaratkan untuk melakukan klarifikasi 
(tabayyun) sebagaimana diperintahkan dalam firman Allah (QS. Al-Hujurat[49]: 6) 
 
Dalam penyampaian iklan melalui media  seringkali menggunakan alat peraga agar 
terkesan menarik dan komunikatif. Melalui iklan yang menarik dan komunikatif tentu 
diharapkan dapat memikat  perhatian dari masyarakat.  Penggunaan alat peraga  iklan secara 
umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kemungkinan:  
(1) Peragaan iklan melalui peran manusia baik hanya melalui rekaman suara maupun melalui 
tayangan di media audio visual. Penyampaian iklan melalui peran manusia harus tetap 
memperhatikan aspek edukasi (tarbiyah)  sehingga tampilnya harus mencerminkan 
akhlakul karimah yang dibangun atas pemahaman  terhadap nilai-nilai agama. Untuk 
 
29 Ibid., hlm. 60 
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dapat memenuhi syarat akhlakul karimah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi 
yakni: (a)  Penyampai iklan harus mengenakan busaha muslim untuk menutup aurat. 
Aurat  adalah suatu anggota badan yang tidak boleh diperlihatkan oleh lelaki atau 
perempuan kepada orang lain;  (b) Penampilan dan bahasa yang digunakan harus  sopan 
dan komunikatif; (c) Iklan yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan produk 
barang dan/ atau jasa. 
(2) Peragaan iklan melalui sarana pendukung lainnya seperti tulisan, poster/ gambar, 
instrumen musik dan lain-lain. Penyampaian iklan selain dapat dilakukan langsung oleh 
manusia, juga dapat disampaikan melalui sarana pendukung. Meskipun sebatas alat 
pengampaian iklan, sarana pendukung harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip 
syariah. Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkait sarana pendukung iklan: 
a. Jika sarana pendukung iklan itu berupa  tulisan, maka redaksinya harus dengan 
kalimat mendidik.  
b. Jika sarana pendukung iklan itu berupa gambar/ poster, maka tampilannya harus yang 
syar’i. Terkait dengan gambar/ poster ada dua kemungkinan:  
- Jika gambar tersebut  benda/  mahluk yang tidak bernyawa hukumnya 
boleh;  
- Jika gambar tersebut berupa mahluk yang bernyawa hukumnya: (i) 
Boleh jika gambar  mahluk hidup tersebut tidak sempurna sebagaimana 
aslinya; (ii) Haram jika gambar tersebut sempurna sebagaimana 
aslinya. Karenanya sebagai bentuk kehati-hatian, menghidari iklan 
melalui peraga gambar mahluk yang bernyawa adalah lebih 
diutamakan.  
  لع الله ىلص الله لوسر تعمس: لاق امهنع الله يضر سابع نبا نع ر  وص نم لوقي مَّلسو هي
خفانب سي لو ةمايقلا موي حوّرلا اهيف خفني نأ فلك اينّدلا يف ةروص .30 
Barangsiapa yang di dunia pernah menggambar gambar (bernyawa), 
ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari 
kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya. 
c. Jika sarana pendukung iklan itu berupa  instrumen musik, maka pastikan bahwa 
lantunan musik tersebut tidak melenakan hati dari jalan Allah bahkan mengundang 
syahwat. Jika dengan musik dapat mendekatan diri kepada Allah maka hukumnya 
boleh, tetapi jika ternyata dengan musik justru menjauhkan diri dari jalan Allah Allah 
maka hukumnya haram. Dalam al-qur’ân dinyatakan: “Dan diantara manusia ada 
orang yang mempergunakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan 
 
30 Imam Muslim, Shahîh Muslim, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 2006), Jilid II, No. 2110 
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Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu 
akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS. Lukman[31]: 6). Dalam tafsir Ibnu 





Seseorang dapat mengiklankan produk secara langsung atau melalui pengunaan sarana 
pendukung. Jika penyampaian  iklan secara langsung, maka syaratnya adalah pengiklan harus 
berakhlakul karimah (X1).  Karenanya apabila pengiklan melanggar prinsip akhlakul karimah 
maka hukumnya haram (X2).  Begitupula sebaliknya, penyampaian iklan juga dapat dilakukan 
hanya melalui sarana pendukung selama masing-masing alat peraganya (tulisan, gambar/ 
poster, musik)  tidak  bertentangan dengan  prinsip syariah (Y1). Apabila ada salah satu alat 
peraga ada  yang bertentangan dengan prinsip syariah maka hukumnya haram (Y2). Sedangkan 
untuk penyampaian iklan melalui perpaduan antara peran manusia dengan sarana pendukung, 
maka syaratnya adalah kedua-duanya harus halal (X1+Y1).  Meskipun  pengiklan berakhlakul 
karimah namun sarana pendukung yang digunakan bertentangan dengan prinsip syariah 
(X1+Y2) maka hukumnya haram. Begitupula sebaliknya, apabila  pengiklan  tidak memenuhi 
 
31 Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adhîm, ( Riyad: Dar Thayyibah, 1997),  Jilid III, hlm. 556 
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syarat akhlakul karmah meskipun menggunakan  sarana pendukung yang syar’i (X2+Y1), 
hukumnya  tetap hukumnya haram.  
Tabel 2 
Halal Haram dalam Periklanan 
 










√ √ X 
HARAM 
 (X2) 
X X X 
 
Produsen /distributor dapat mengiklankan produknya secara langsung tanpa melalui 
kerjasama dengan perusahaan  jasa periklanan. Jika dalam mengiklankan produk produsen/ 
distributor bekerjasama dengan perusahaan jasa periklanan, maka kerjasama tersebut harus 
diikat dengan perjanjian. Akad yang dapat digunakan sebagai dasar perjanjian periklanan 
diantaranya yaitu perjanjian pemberikan  kuasa dengan sistem upah (wakâlah bi al-‘ujrah).  
Dalam perjanjian ini, para produsen/ distributor dapat bertindak sebagai orang yang memberi 
mandat (muwakkil), sedangkan perusahaan jasa periklanan bertindak sebagai penerima mandat 
(wakîl). Adapun objek yang diperjanjikan adalah berupa iklan (muwakkil fih) dan upah (‘ujrah). 
Kemudian agar perjanjian periklanan tersebut sah, unsur-unsur perjanjian harus  memenuhi 
syarat-syarat yang melekat pada akad wakâlah.  
 
C. Kesimpulan 
Tujuan iklan secara umum adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat agar bertindak 
sesuai dengan harapkan pengiklan. Sedangkan tujuan iklan secara khusus  tergantung bentuk 
iklannya, yaitu ada yang bersifat komersial (al-i’lân al-tijârî) dan non komersial (al-i’lân ghair 
al-tijârî).  Dalam suatu konsep iklan yang islami  disyaratkan bahwa  landasan  iklan tidak boleh 
bertentangan dengan pokok agama Islam  (ushūl al-dîn al-islâmî) yaitu  aqidah dan syariah 
maupun cabang-cabangnya (furū’ al-dîn al-islâmî) yaitu  ketentuan fiqh.  Iklan suatu produk 
dapat dilakukan secara langsung oleh produsen/  penjual  atau  melalui media periklanan. Jika 
penyampaian iklan dilakukan melalui media yang disediakan oleh perusahaan jasa periklanan, 
maka diperlukan perjanjian yang mendasarkan pada akad  wakâlah bi al-‘ujrah.  Alat peraga 
media periklanan  dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Penyampaian iklan melalui peran 
manusia; (2) Penyampaian iklan melalui sarana pendukung seperti tulisan, gambar/ poster, dan 
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instrumen musik; (3) Penyampaiann iklan melalui perpaduan angara peran manusia dengan 
sarana pendukung. Iklan yang sah adalah  iklan yang menawarkan produk barang atau jasa yang 
halal, serta disampaikan melalui peran  orang secara akhlukul karimah dan/ atau menggunakan 
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